











Mengkaji ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, hal ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selain dapat berlangsung secara normal dan damai, juga dapat dilaksanakan manakala terjadi pelanggaran hukum, dalam hal inilah hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum tersebut hukum kemudian menjadi kenyataan. Asas kepastian hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban dan keadilan (sociale gerechtigheid) bagi seluruh rakyat. Hal ini sejalan dengan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia khususnya Sila Ke-5 yang menghendaki Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu
Spesifikasi penelitian dalam penyusunan tesis ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian mengkaji dan menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik. 
	Hasil Penelitian menunjukan ; Proses hukum dari adanya penggabungan  tindak pidana korupsi dan money laundering dalam sistem peradilan di Indonesia  adalah dengan penggunaan Teori Concursus dalam penyusunan surat dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan cara yang efektif untuk melakukan proses pembuktian terhadap tindak pidana korupsi sebagai Predicate Crime Tindak Pidana money Laundering,; Bentuk pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana atas penggabungan tindak pidana korupsi dan money laundering dalam sistem peradilan di Indonesia adalah pertanggungjawaban mutlak bagi setiap subjek hukum yang menikmati hasil dari perbuatan tindak pidana korupsi yang didalamnya menggunakan skema pencucian uang, meskipun harus dilalui dengan proses peradilan terlebih dahulu. 





	Reviewing the provisions of Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution which confirms that "The State of Indonesia is a State of Law", this means that in the Unitary State of the Republic of Indonesia the law is the artery of all aspects of life. The law functions as a protection of human interests. For human interests to be protected, the law must be implemented. In addition to the normal and peaceful implementation of the law, it can also be implemented when a violation of law occurs, in this case the law that has been violated must be enforced. Through law enforcement the law then becomes a reality. The principle of legal certainty aims to achieve order and justice (sociale gerechtigheid) for all people. This is in line with Pancasila as the Foundation of the State of Indonesia, especially the 5th Precept which calls for Social Justice for All Indonesians. The principle of legal certainty, namely the principle in the rule of law that prioritizes the basis of the laws and regulations, propriety, and justice in every state administration policy. Legal certainty is a legal protection against arbitrary actions, which means that a person will be able to obtain something that is expected under certain circumstances
	The research specifications in the preparation of this thesis are carried out in a descriptive analytical way which is to describe the existing problems then study and analyze them using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The method used in this study is a normative juridical approach, namely testing and reviewing secondary data. With regard to the normative juridical approach used, the research is carried out through two stages, namely literature study and field research which are only supportive, the data analysis used is qualitative juridical analysis, ie the data obtained, both in the form of secondary data and primary data are analyzed without using statistical formulas.
	Research results show; The legal process of combining corruption and money laundering in the judicial system in Indonesia is the use of Concursus Theory in the preparation of indictments by the Public Prosecutor is an effective way to prove the criminal acts of corruption as a Predicate Crime for Money Laundering ,; The form of criminal liability by the perpetrators of criminal acts for the merging of criminal acts of corruption and money laundering in the judicial system in Indonesia is absolute responsibility for every legal subject who enjoys the results of corrupt acts in which money laundering schemes are used, although they must be passed through a judicial process first. .
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